PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak — 59515
Telp. (0291) 685677 Fax (0291) 681911
Email : dinlh@demakkab.qgo.id Website : dinth.demakkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK,

NOMOR 061 / 167.1 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK,

: d.

Q

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar
pelayanan untuk jenis pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Permen LHK Nomor 4 Tahun tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaaan dan Pemantauan LIngkungan Hidup;

Permen LHK Nomor 5 Tahun tentangTata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis
Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan;

Permen LHK Nomor 6 Tahun tentang Data Cara Dan Persyaratan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Permen LHK Nomor 11 Tahun tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan
Pembakaran Dalam;

.Permen LHK Nomor 19 Tahun tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah

Nonbahan Berbahaya dan Beracun;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

n. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

0. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

p. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

: Standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak meliputi ruang

lingkup pelayanan :

a. jasa, dan
b. administratif.

: Standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak meliputi

pelayanan :

a. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL),

b. Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup,

c. Persampahan (Pengangkutan Sampah, Aduan Persampahan, Retribusi
Persampahan, Pengelolaan Sampah TPA),

Izin Penggunaan Alun-Alun Demak,

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3,

Persetujuan Teknis dan SLO,

g. Pemangkasan dan Perapian Pohon.

e o

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Februari 2024

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
//KABUPATEN DEMAK

blna.Utama Muda
NIP. 196503301996031001



A. PENDAHULUAN
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 jo
UU No. 11 Tahun 2020).

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Dokumen Lingkungan (SPPL,UKL-UPL, AMDAL)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak

Nomor :061/167.1 Tahun 2024

Tanggal :7 Februari 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

-Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

-Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK nomor 4 Tahun tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

-Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Data Cara Dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

-Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin
Dengan Pembakaran Dalam;

-Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan
Li da
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1. MObIl operasnonal (untuk venf kasu Iapangan)
prasarana 2. Kertas
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fasilitas 4. Printer
5. Alat Tulis
6. GPS
7. Kamera
Kompetensi | Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang
Pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup




9. | Pengawasan |1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Internal 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
5. Sub Koordinator Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3);
10.| Penanganan | Mekanisme
pengaduan,
saran, dan oo P R R
masukan '
Petugas : Pelaksana Bidang P4LH
Telepon : (0291) 685677
Fax : (0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak
11.| Jumlah 2 (dua) orang
pelaksana - 1 (satu) orang subkor
- 1 (satu) orang pengadministrasi
12.| Jaminan 1. Ramah;
pelayanan 2. Cepat;
3. Cekatan;
4. Tepat;
5. Sesuai Prosedur.
13.| Jaminan 1. Tidak ada biaya (GRATIS).
keamanan 2. Disediakan tempat parkir
dan 3. Tertib
keselamatan |4. Sesuai Prosedur

pelayanan




14.| Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan
kinerja setiap 1 bulan sekali.
pelaksana 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala setiap

1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

: embina Utama Muda
NIP..196503301996031001




A. PENDAHULUAN . ' _
Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang

mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf “r’
dan Pasal 64 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan
melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam PPLH
berdasarkan Pasal 70 UUPPLH dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran,
pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan / atau penyampaian informasi dan/ atau
laporan.
B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak

Nomor :061/167.1 Tahun 2024

Tanggal :7 Februari 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

. | Sarana,

prasarana

-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

-Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

-Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau
Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

-Permen LHK nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai

Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan

Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

-Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Data Cara Dan

Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

-Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin

Dengan Pembakaran Dalam;

-Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

1. Mobil operasional (untuk verifikasi lapangan)
2. Kertas
3. PC




dan/atau 4. Printer
fasilitas 5. Alat Tulis
8. | Kompetensi Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang
Pelaksana pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
9. | Pengawasan |1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Internal 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup;
10.| Penanganan | Mekanisme
pengaduan,
saran, dan
masukan _ e ‘
M aka ﬂdampak Petugasmencata dan
‘menyampaikan aduan mierims aduan
Petugas : Pelaksana Bidang P4LH
Telepon : (0291) 685677
Fax : (0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak
11.| Jumlah 2 (dua) orang
pelaksana - 1 (satu) orang subkor
- 1 (satu) orang pengadministrasi
12.| Jaminan 1. Ramah,;
pelayanan 2. Cepat;
3. Cekatan;
4. Tepat;
5. Sesuai Prosedur.
13.| Jaminan 1. Tidak ada biaya (GRATIS).
keamanan 2. Disediakan tempat parkir
3.

dan

Tertib




keselamatan |4. Sesuai Prosedur
pelayanan
14.| Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan
kinerja setiap 1 bulan sekali.
pelaksana 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala setiap

1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

 Pembina Utama Muda
NIP. 196503301996031001




A. PENDAHULUAN '
Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan

bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. pengelolaan
sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang
berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan,
serta dapat mengubah perilaku Masyarakat. (UU No 18 Tahun 2008)
B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Persampahan (Pengangkutan Sampah, Aduan Persampahan,
Retribusi Sampah, Pengolahan Sampah TPA)

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Nomor : 061/167.1 Tahun 2024

Tanggal :7 Februari 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

-Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah;

-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

-Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

-Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK nomor 4 Tahun tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

-Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Data Cara Dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

-Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin

Dengan Pembakaran Dalam;

-Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
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'fPelayanan Persarﬁpahan (Pengangkutan Sampah;’%Aduan g
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Sarana, 1. Truk Arm Roll 9 Unit;
prasarana 2. Dump Truk 3 Unit;
dan/atau 3. Excavator 3 Unit;
fasilitas 4. Colt 1 Unit;
5. Viar 10 Unit;
6. TPS 22 Unit.
Kompetensi | Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang
Pelaksana pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
Pengawasan |1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Internal 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas;

4. Sub Koordinator Pengelolaan Sampabh;




5. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas;

10.| Penanganan | Mekanisme Pengangkutan Sampah
pengaduan, 1. Aduan Masyarakat
saran, dan 2. Respon Aduan
masukan 3. Tindaklanjut aduan
Mekansime Aduan Persampahan
1. Aduan Masyarakat
2. Respon Aduan
3. Tindaklanjut aduan
Mekanisme Retribusi Sampah
1. Aduan Masyarakat
2. Respon Aduan
3. Tindaklanjut aduan
Mekanisme Pengolahan Sampah TPA
1. Aduan Masyarakat
2. Respon Aduan
3. Tindaklanjut aduan
Petugas . Pelaksana Bidang PSLB3PK
Telepon : (0291) 685677
Fax : (0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak
11.| Jumlah 2 (dua) orang
pelaksana - 1 (satu) orang subkor
- 1 (satu) orang pengadministrasi
12.| Jaminan 1. Ramah:;
pelayanan 2. Cepat;
3. Cekatan;
4. Tepat;
5. Sesuai Prosedur.
13.| Jaminan 1. Disediakan tempat parkir
keamanan 2. Tertib
dan 3. Sesuai Prosedur
keselamatan
pelayanan
14.| Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan
kinerja setiap bulan sekali.
pelaksana 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala setiap

1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Plit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

M HODHIN, SH, MH
£=Pembina Utama Muda
NIP.-196503301996031001




A. PENDAHULUAN
Pesatnya pertumbuhan pembangunan yang diikuti dengan pertumbuhan sarana kesehatan

yang berpotensi menghasilkan limbah, baik yang bersifat non B3 maupun B3. Limbah yang
dihasilkan berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan dan
gangguan kesehatan. Selain itu adanya kecenderungan pelaksanaan pengelolaan limbah,
baik non B3 dan B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(Pasal 59: UU No. 32 /2009).

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak

Nomor :061/167.1 Tahun 2024

Tanggal : 7 Februari 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

-Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

-Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;
-Permen LHK Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tentang Program
Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

-Permen LHK Nomor 4 Tahun tentang Daftar Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

-Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

-Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Data Cara Dan
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun:;
-Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

t Pe




Biaya/tarif tidak dipungut biaya (GRATIS)
Produk Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
pelayanan
7. | Sarana, 1. Mobil operasional (untuk verifikasi lapangan)
prasarana 2. Kertas
dan/atau 3. PC
fasilitas 4. Printer
5. Alat Tulis
6. GPS
8. | Kompetensi Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang
Pelaksana penyimpanan limbah B3
9. | Pengawasan |1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Internal 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas;
4. Sub Koordinator Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3);
5. Analis Lingkungan Hidup;
10.| Penanganan | Mekanisme
pengaduan,
saran, dan
masukan

. Dokumen
- AMDAL,
- umuR

Verifikasiperkas |«

;vv

 Pemohen
menyiapkan TPLB3

v

Verifikasi Lapangan
- Telex

Dokumen veriikasi
Iapangan rintek/
. pertek TFLBS'

Petugas : Pelaksana Bidang PSLB3PK
Telepon : (0291) 685677
Fax : (0291) 681911

Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com

Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak




11.| Jumlah 3 (tiga) orang
pelaksana - 1 (satu) orang subkor
- 1 (satu) orang analis lingkungan hidup
- 1 (satu) orang pengadministrasi
12.| Jaminan 1. Ramah;
pelayanan 2. Cepat;
3. Cekatan;
4. Tepat;
5. Sesuai Prosedur.
13.| Jaminan 1. Tidak ada biaya (GRATIS).
keamanan 2. Disediakan tempat parkir
dan 3. Tertib
keselamatan |4. Sesuai Prosedur
pelayanan
14.| Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan
kinerja setiap 1 bulan sekali.
pelaksana 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala setiap

1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

=\ 8y
A RIDHODHIN, SH, MH
"\ Pembina'Utama Muda
NIP..196503301996031001




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak

Nomor :061/167.1 Tahun 2024

Tanggal : 7 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Persetujuan Teknis (Pertek) adalah Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan
perundang-undangan. (Pasal 1 angka 93 PP No. 22 Tahun 2021).

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) yang semula memiliki
nomenklatur Izin Pembuangan Air Limbah. Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan
Air Limbah meliputi:

1. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan.

2. Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu.

3. Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu.

4. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah.

5. Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Persetujuan Teknis Emisi untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan
emisi.

Surat Kelayakan Operasional (SLO) adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup usaha dan/atau
kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 94 PP No. 22 Tahun 2021)

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Persetujuan Teknis dan SLO

NO| KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum |-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
-Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
-Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
-Permen LHK nomor 4 Tahun tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;
-Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
-Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin
Dengan Pembakaran Dalam;
2. | Persyaratan | Kelengkapan dokumen permohonan persetujuan teknis pembuangan
Pertek dan/ atau pemanfaatan air limbah :
1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Air Limbah
2.Data Informasi Pemohon
3.Nomor Induk Berusaha. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha
(NIB) Usaha dan/atau Kegiatan
4.Hasil Penapisan Mandiri
5. Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis




ook

Penilaian Substansi oleh Tim Penilai Substansi Dinas
Lingkungan Hidup dan/atau Tim Penilai Eksternal (Ahli dari
lembaga lain);

Pembuatan Berita Acara Hasil Penilaian;

Revisi dokumen Standar/Kajian Teknis;

Penyusunan Persetujuan Teknis oleh Dinas Lingkungan
Hidup;

Terbit Persetujuan Teknis.

Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
SLO

w N

ok

6.

7.

. Pemohon

mengajukan permohonan Surat Kelayakan
Operasional (SLO) kepada Dinas Lingkungan Hidup setelah
melakukan pembangunan dan melengkapi persyaratan yang
tertuang dalam Persetujuan Teknis;

Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas;

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Tim Dinas Lingkungan
Hidup untuk menilai kesesuaian kondisi IPAL dengan
dokumen standar/kajian teknis yang telah disusun;
Pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan;

Revisi dokumen Standar/Kajian Teknis apabila ditemukan
perbedaan;

Penyusunan Surat Kelayakan Operasional
Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;

Terbit SLO.

oleh Dinas

Jangka waktu

20 (dua puluh) hari kerja

pelayanan Waktu pelayanan :
e Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB
o Jumat : Jam 08.00 s/d 11.00 WIB
Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (GRATIS)
Produk Persetujuan Teknis dan SLO
pelayanan
Sarana, 1. Mobil operasional (untuk verifikasi lapangan)
prasarana 2. Kertas
?af)l{atau 3. PC / Laptop
asilitas 4. Printer
5. Alat Tulis
6. Proyektor
7. GPS
Kompetensi | Petugas memahami dan mengetahui ketentuan dan aturan tentang
Pelaksana pengelolaan Air Limbah, Pengendalian Pencemaran Udara, dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Pengawasan |1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Internal . Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

Lingkungan Hidup;
. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

1
2
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
4
5

. _Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup.




10.| Penanganan | Mekanisme Pertek
pengaduan,
saran, dan ,
masukan /
=] =B _ 37 o Bk
Mekanisme SLO
== p
Petugas : Pelaksana Bidang PPKLH
Telepon - (0291) 685677
Fax :(0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak
11.| Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana - 1 (satu) orang subkor
- 2 (dua) orang pengadministrasi
- 1 orang tenaga ahli
12.| Jaminan 1. Ramah;
pelayanan 2. Cepat;
3. Cekatan;
4. Tepat;
5. Sesuai Prosedur.
13.| Jaminan 1. Tidak ada biaya (GRATIS).
keamanan 2. Disediakan tempat parkir
dan 3. Tertib
keselamatan 4. Sesuai Prosedur
pelayanan
14.| Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan
kinerja setiap 1 bulan sekali.

pelaksana




Kelengkapan dokumen permohonan persetujuan teknis pembuangan

emisi :
1.
2.
3.

4.
5.

Surat Permohonan Persetujuan Teknis Emisi

Data Informasi Pemohon

Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Usaha dan/atau
Kegiatan

Hasil Penapisan Mandiri

Dokumen Kaijian Teknis / Standar Teknis

Persyaratan
SLO

KELENGKAPAN DOKUMEN SLO PEMBUANGAN DAN/ATAU

PEMA

bk 0D =

o

7.

NFAATAN AIR LIMBAH:

Surat Permohonan SLO

Perizinan Berusaha

Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Teknis

Hasil Pemantauan Air Limbah yang diuji oleh Laboratorium
yang mendapatkan registrasi dari Kepala Instansi

Dokumen Kontrol jaminan / jaminan kualitas (quality assurance
/ quality control) mengenai tata cara uji air limbah yang meliputi

Sertifikasi petugas pengambil sampel air limbah
Data pengukuran lapangan
Peralatan pengukuran lapangan
Bahan pengawet yang digunakan
Metoda analisis sampel
Hasil pengukuran laboratorium
g. Lembar pengesahan hasil pengukuran
Sertifikasi registrasi laboratorium lingkungan

~0Qo0CTw®

KELENGKAPAN DOKUMEN SLO PEMBUANGAN EMISI :

abhON =

o

Surat Permohonan SLO

Perizinan Berusaha

Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Teknis

Hasil pemantauan emisi yang diuji oleh Laboratorium yang

telah mendapat registry dari Kepala Instalasi

Dokumen control jaminan / jaminan kualitas (quality assurance

/ quality control) mengenai tata cara uji emisi yang meliputi :
a. Sertifikasi petugas pengambil sampel air limbah

Data pengukuran lapangan

Peralatan pengukuran lapangan

Bahan pengawet yang digunakan

Metoda analisis sampel

Hasil pengukuran laboratorium
g. Lembar pengesahan hasil pengukuran

Sertifikasi registrasi laboratorium lingkungan

"m0 oo0uT

Sistem,
mekanisme,
dan prosedur
Pertek

. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan teknis air

limbah/emisi sebelum atau bersamaan dengan penyusunan
dokumen UKL-UPL/AMDAL kepada Dinas Lingkungan Hidup;
Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas;




2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara bekala setiap
1 (satu) tahun 2 (dua) kali.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

‘, JH RIDHODHIN, SH, MH
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Demak

Nomor : 061/167.1 Tahun 2024

Tanggal : 7 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan standar pelayanan yang
menjadi pedoman dalam setiap proses pelayanan, termasuk dalam hal pemberian izin
penggunaan ruang terbuka publik seperti alun-alun. Alun-alun sebagai salah satu ruang
publik milik pemerintah daerah memiliki fungsi strategis sebagai tempat kegiatan sosial,
budaya, keagamaan, olahraga, hingga kegiatan komersial yang bersifat temporer.

Penyelenggaraan pelayanan izin penggunaan alun-alun harus memperhatikan
prinsip kepastian hukum, partisipatif, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Untuk itu,
disusunlah Standar Pelayanan Izin Penggunaan Alun-Alun sebagai acuan bagi
penyelenggara pelayanan maupun masyarakat yang memerlukan pemanfaatan alun-
alun untuk berbagai keperluan.

Standar pelayanan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dokumen ini memuat 14 komponen standar
pelayanan yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik yang profesional, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya standar pelayanan ini, proses perizinan penggunaan
alun-alun dapat berjalan dengan tertib, cepat, transparan, serta memberikan kepastian
dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : I1zin Penggunaan Alun-Alun Demak

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

- Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNRI Nomor 14 tahun
2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

- Perbub Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044.

Persyaratan

1. Surat permohonan penggunaan alun-alun yang ditujukan kepada
Kepala Dinas/Badan terkait;

2. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab kegiatan;

3. Proposal kegiatan yang mencantumkan:
a. Jenis kegiatan




o

b. Waktu pelaksanaan

c. Perkiraan jumiah peserta/pengunjung

d. Tata tertib dan rencana keamanan

Surat rekomendasi dari instansi terkait (jika diperlukan, misalnya
Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian);

Surat pernyataan tidak merusak fasilitas alun-alun;

Membayar retribusi (jika ada) sesuai ketentuan.

Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

howbd

5.

Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen
persyaratan;

Petugas melakukan verifikasi berkas;

Survey lapangan oleh tim teknis (jika dibutuhkan);

Penerbitan surat izin atau penolakan dengan alasan yang jelas;
Penyerahan izin penggunaan kepada pemohon.

Jangka waktu

Maksimal 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap

pelayanan Waktu pelayanan :
e Senin s/d Kamis : Jam 07.30 s/d 15.30 WIB
e Jumat :Jam 07.30 s/d 15.00 WIB
Biaya/tarif ¢ Tidak dipungut biaya (GRATIS)
e Biaya tambahan untuk penggunaan fasilitas pendukung seperti
listrik, panggung, dll (jika diperlukan)
Produk Surat 1zin Penggunaan Alun-Alun untuk kegiatan tertentu dan waktu
pelayanan tertentu.
Sarana, 1. Petugas Pelayanan;
prasarana 2. RuangTunggu;
dan/atau 3. Alun-Alun dengan fasilitas pendukung;
fasilitas 4. Formulir permohonan dan papan informasi.
Kompetensi | 1. Memiliki pemahaman tentang regulasi ruang terbuka pubilik;
Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan
prima;
3. Mampu melakukan verifikasi dokumen secara cepat dan akurat.
Pengawasan | 1. Dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Dinas;
Internal 2. Pengawasan berkala terhadap pemanfaatan alun-alun;
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan yang

dilaksanakan.




10.| Penanganan
pengaduan, Disampaikan melalui:
saran, dan e Kotak saran
masukan e Layanan call center
e \Website resmi Dinas
o Media sosial resmi
Ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3 hari kerja
Petugas . Pelaksana Bidang PPKLH
Telepon - (0291) 685677
Fax :(0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak.
11.| Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana - 2 (dua) petugas pelayanan
- 1 petugas verifikasi
- 1 pejabat penandatangan izin
12.| Jaminan 1. Kepastian hukum bagi pemohon yang memenuhi syarat;
pelayanan 2. Transparansi proses;
3. Pelayanan tanpa diskriminasi dan pungutan liar.
13.| Jaminan 1. Keamanan data pemohon dijamin;
keamanan 2. Pelayanan dilakukan di tempat yang aman dan ramah;
dan 3. Pengawasan kegiatan di alun-alun oleh petugas keamanan.
keselamatan
pelayanan
14.| Evaluasi 1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan;
kinerja 2. Menggunakan indikator: kecepatan pelayanan, kepuasan
pelaksana

masyarakat, dan kepatuhan prosedur;
3. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

Mﬁihé Utama Muda
NIP.196503301996031001




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak

Nomor : 061/167.1 Tahun 2024

Tanggal :7 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Pohon merupakan elemen penting dalam lingkungan perkotaan yang berfungsi menjaga
keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, serta
memberikan kenyamanan estetika dan keteduhan bagi masyarakat. Namun, dalam kondisi
tertentu, keberadaan pohon yang sudah tua, tumbuh liar, miring, atau mengganggu
infrastruktur seperti kabel listrik, jaringan jalan, dan bangunan, dapat menimbulkan risiko
keselamatan bagi masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan layanan penebangan dan perapian pohon
oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pengelolaan ruang terbuka hijau secara
aman, terencana, dan bertanggung jawab. Pelayanan ini menjadi bentuk tanggung jawab
pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan
bagi seluruh warga.

Standar pelayanan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan penebangan
dan perapian pohon, baik atas inisiatif pemerintah maupun berdasarkan permohonan
masyarakat. Dokumen ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Dengan adanya standar pelayanan ini, diharapkan proses permohonan, pelaksanaan,
hingga evaluasi kegiatan penebangan dan perapian pohon dapat berjalan secara
transparan, efisien, dan memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, dan

akuntabel.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Penebangan dan Perapian Pohon

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

- Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNRI Nomor 14 tahun
2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

- Perbub Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044.

2. | Persyaratan | Kelengkapan dokumen permohonan penebangan pohon :
layanan - surat permohonan penebangan pohon;
- Dokumentasi lokasi penebangan; dan
- Kontak person yang bisa di hubungi.
3. | Sistem, 1. Menerima disposisi dan arahan terkait
mekanisme, perempelan/penebangan pohon dari hasil survey lapangan;




dan prosedur
Pertek

2. Mendistribusikan tugas untuk pelaksanaan kegiatan

perempelan/penebangan pohon sesuai disposisi dan arahan
dari atasan;

3. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Kacamata atau
Face Shield, Sarung Tangan Kulit, Sepatu Safety, Harness,
Mobil Crane, Mobil Pengangkut Kayu, Mesin Potong Kayu;

4. Menyiapkan armada dan peralatan kerja seperti
Skywalker/Dumptruck, Gergaji chainsaw, sabit, sapu, dan
peralatan kerja pertamanan lainnya;

5. Mengecek area tebang dalam radius aman bagi masyarakat
dan utilitas umum (kabel listrik, kabel telefon, bangunan, pipa
air, lampu, kendaraan umum);

6. Mengecek dan melakukan penutupan lalu lintas jalan secara
teratur dan awam bagi pengguna jalan;

7. Melaksanakan perempelan/penebangan pohon dengan
memperhatikan kondisi pohon dari arah angin serta mengarah
jatuhnya tebangan pohon.;

8. Penggunaan mobil crane dilakukan dengan memperhatikan
batas ketinggian dan radius putar dengan penempatan yang
aman dan kokoh;

9. Membersihkan sisa daun dan ranting tebangan di lokasi dan
merapikan peralatan kerja/APD, mobil crane mengangkut kayu
tebang dengan mobil pengangkut;

10. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan
perempelan/penebangan pohon;

11.Menyampaikan laporan hasil kegiatan
perempelan/penebangan;

12.Mengarsipkan laporan kegiatan perempelan/penebangan
pohon yang telah selesai dilaksanakan.

Jangka waktu

Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah survei dan permohonan

pelayanan dinyatakan lengkap

Waktu pelayanan :

e Senin s/d Kamis : Jam 07.30 s/d 15.30 WIB
e Jumat : Jam 07.30 s/d 15.00 WIB
Biaya/tarif e Gratis / Tidak dipungut biaya untuk pohon di lahan/tanah milik
pemerintah atau ruang publik;
¢ Untuk permohonan di tanah pribadi (berbatasan dengan fasilitas
umum), dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan daerah

Produk Penebangan dan Perapian Pohon
pelayanan
Sarana, 1. APD (Alat Pelindung Diri);
prasarana 2. Armada pengangkut kayu;
dan/atau 3. Mesin Potong;
fasilitas 4. Mobil Crane;

5. Kikir dan gergaiji;

6. Bendo;

7. Tali Tambang;

8. Papan Rambu Jalan;

9. Kamera.
Kompetensi 1. Petugas bersertifikat dalam penggunaan alat berat dan alat
Pelaksana pemotong;




2. Mampu mengidentifikasi pohon yang berisiko tumbang atau
mengganggu keselamatan;
3. Memahami prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

9. | Pengawasan | 1. Dilakukan oleh Kepala Bidang/Pengawas Lapangan Dinas
Internal Lingkungan Hidup;
2. Pemeriksaan berkala atas laporan kegiatan;
3. Evaluasi berkala terhadap kinerja petugas teknis
10.| Penanganan | Disampaikan melalui:
pengaduan, e Kotak saran di kantor Dinas
saran, dan e Hotline pelayanan
masukan e \Website resmi/Media sosial Dinas
Tindak lanjut pengaduan dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah
diterima
Petugas . Pelaksana Bidang PPKLH
Telepon - (0291) 685677
Fax :(0291) 681911
Alamat email : lingkhidup.demak@gmail.com
dinlhkabdemak@gmail.com
Alamat kantor : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Alamat
JI. Bhayangkara Baru No 1, Mangunjiwan, Demak
11.| Jumlah 8 (delapan) orang
pelaksana - 1 (satu) orang petugas administrasi
- 1 (satu) orang pengawas lapangan
- 3-5 orang petugas lapangan teknis (tergantung ukuran dan lokasi
pohon)
12.| Jaminan 1. Layanan diberikan sesuai dengan standar teknis dan keamanan;
pelayanan 2. Tidak ada pungutan liar;
3. Proses cepat dan akurat, terutama untuk pohon yang berisiko
membahayakan.
13.| Jaminan 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri saat bekerja;
keamanan 2. Area kerja dipasang rambu peringatan untuk keselamatan
dan masyarakat sekitar;
kzlsaelzrr?:r:an 3. Penebangan hanya dilakukan pada jam kerja agar tidak
peiay mengganggu aktivitas umum.
14. | Evaluasi 1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan oleh Dinas Lingkungan Hidup
kinerja 2. Berdasarkan indikator:
pelaksana

a. Kecepatan penanganan
b. Kepuasan masyarakat
c. Jumlah aduan yang berhasil ditangani
3. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan pelayanan
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